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BABIV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Deskripsi Objek Penelitian 

1. Gambaran Umum Kabupaten Bungo 

Provinsi Jambi merupakan salah satu Provinsi di Pulau Sumatera. 

Provinsi Jambi terdiri dari 2 Kotamadya dan 9 Kabupaten, yaitu: 

1. Kotamadya Jambi 

2. Kabupaten Batang Hari 

3. Kabupaten Muara Jambi 

4. Kabupaten Tanjung Jabung Barat 

5. Kabupaten Tanjung Jabung Timur 

6. Kabupaten Tebo 

7. Kabupaten Bungo 

8. Kabupaten Merangin 

9. Kabupaten Sarolangun 

1 0. Kabupaten Kerinci 

11. Kotamadya Sungai Penuh 

Kabupaten Bungo merupakan sebagai salah satu daerah 

Kabupaten/Kota yang ada dalam Provinsi Jambi, semula Kabupaten Bungo 

merupakan bagian dari Kabupaten Merangin, sebagai salah satu Kabupaten 

dari Keresidenan Jambi yang tergabung dalam Propinsi Sumatera Tengah 

berdasarkan Undang - undang Nomor 10 Tahun 1948. Selanjutnya 

berdasarkan Undang- undang Nomor 12 Tahun 1956, Kabupaten Merangin 
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yang semula lbukotanya berkedudukan di Bangko di pindahkan ke Muara 

Bungo. Pada tahun 1958 rakyat Kabupaten Merangin melalui DPRD 

peralihan dan DPRDGR bertempat di Muara Bungo dan Bangko 

mengusulkan kepada Pemerintah Pusat agar : 

1. Kewedanaan Muara Bungo dan Tebo menjadi Kabupaten Muara Bungo 

Tebo dengan Ibukota Muara Bungo. 

2. Kewedanaan Sarolangun dan Bangko menjadi Kabupaten Bangko 

dengan lbukotanya Bangko. 

Sebagai perwujudan dari tuntutan rakyat tersebut, maka diterbitkan 

Undang - undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang pembentukan daerah 

Kabupaten Sarolangun Bangko yang berkedudukan di Bangko dan Kabupaten 

Muara Bungo Tebo yang berkedudukan di Muara Bungo sebagai pengganti 

dari Undang - Undang Nomor 12 tahun 1956. Seiring dengan pelantikan 

M.Saidi sebagai Bupati Kabupaten Bungo, maka diadakan penurunan papan 

nama Kantor Bupati Merangin dan di ganti dengan papan nama Kantor 

Bupati Muara Bungo Tebo, maka scjak tanggal 19 Oktober 1965 dinyatakan 

sebagai Hari Jadi kabupaten Muara Bungo Tebo. Untuk memudahkan 

sebutannya dengan keputusan DPRGR kabupaten daerah Tingkat II Muara 

Bungo Tebo, ditetapkan dengan sebutan Kabupaten Bungo Tebo. 

Seiring dengan berjalannya waktu melalui Undang-Undang Nomor 54 

Tahun 1999 Kabupaten Bungo Tebo dimekarkan menjadi 2 wilayah yaitu 

Kabupaten Bungo dan Kabupaten Tebo. 
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Kabupaten Bungo yang merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi 

Jambi. Beribukota di Muara Bungo dengan luas \Vilayah 7.160 km2 terdiri 

dari 1 7 kecamatan. 

a. Keadaan Geografi 

Kabupaten Bungo terletak di bagian barat Provinsi Jambi dengan luas 

wilayah sekitar 7.160 km2. Wilayah ini secara geografis terletak pada posisi 

101° 27' sampai dengan 102° 30' Bujur Timur dan di antara 1° 08' hingga 1° 

55' Lintang Se1atan. 

Berdasarkan letak geografisnya Kabupaten Bungo wilayah yang 

berbatasan dengan Kabupaten Bungo antara lain : 

Sebelah Utara Kabupaten Tebo dan Kabupaten Dharmasraya 

Sebe1ah Timur Kabupaten Tebo 

Sebelah Se1atan Kabupaten Merangin 

Sebe1ah Barat Kabupaten Kerinci dan Kabupaten Dharmasraya 

Gambar. 4.1 
Peta Administrasi Kabupaten Bungo 
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Sumber : Bappeda Kabupaten Bungo 2014 
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Wilayah Kabupaten Bungo secara umum adalah berupa daerah 

perbukitan dengan ketinggian berkisar antara 70 hingga 1300 M dpl, di mana 

sekitar 87,70 persen di antaranya berada pada rentang ketinggian 70 hingga 

499 M dpl. Sebagian besar wilayah Kabupaten Bungo berada pada Sub 

Daerah Aliran Sungai (Sub-Das) Sungai Batang Tebo. Secara geomorfologis 

wilayah Kabupaten Bungo merupakan daerah aliran yang memiliki 

kemiringan berkisar antara 0- 8 persen (92,28 persen). 

Sebagairnana umurnnya wilayah lainnya di Indonesia, wilayah 

Kabupaten Bungo tergolong beriklim tropis dengan temperatur udara berkisar 

antara 25,8° - 26,7° C. Curah hujan di Kabupaten Bungo selarna tahun 2004 

berada di atas rata-rata lima tahun terakhir yakni sejumlah 2398,3 mm dengan 

jumlah hari hujan sebanyak 176 hari atau rata rata 15 hari per bulan dan rata 

rata curah hujan mendekati 200 rnm per bulan. 

b. Keadaan Demografi 

Secara administratif. Kabupaten Bungo yang 

berpenduduk 303.135jiwa (tahun 2010), terdiri dari 17 kecarnatan yang 

rneliputi 12 kelurahan dan 125 desa. 

Kecamatan dalam Kabupaten Bungo adalah: 

1. Kecarnatan Pasar Muara Bungo, 

2. Kecarnatan Rimbo Tengah, 

3. Kecarnatan Bun go Dani, 

4. Kecarnatan Bathin III, 

5. Kecarnatan Bathin III Ulu, 

6. Kecarnatan Tanah Tumbuh, 
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7. Kecamatan Ran tau Pan dan, 

8. Kecamatan Jujuhan, 

9. Kecamatan Jujuhan Ilir; 

10. Kecamatan Tanah SepenggaL 

11. Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas, 

12. Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang, 

13. Kecamatan Pelepat, 

14. Kecamatan Pelepat Ilir, 

15. Kecamatan Muko-Muko Bathin VII, 

16. Kecamatan Bathin II Babeko, 

17. Kecamatan Bathin II Pelayang. 

Keluraban dalam Kabupatcn Bungo adalab: 

1. Kelurahan Pasir Putih 

2. Kelurahan Cadika 

3. Kelurahan Jaya Setia 

4. Kelurahan Tanjung Gedang 

5. Kelurahan Bungo Timur 

6. Kelurahan Bungo Barat 

7. Kelurahan Batang Bungo 

8. Kelurahan Sungai Kerjan 

9. Kelurahan Sungai Pinang 

10. Kelurahan Manggis 

11. Kelurahan Bungo Taman Agung 

12. Kelurahan Sungai Binjai 
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c. Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2011-

2016 

a. Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2011-2016 

Pelaksanaan pembangunan Tahun 2014 merupakan tahun 

keempat RPJMD Kabupaten Bungo Tahun 2011-2016, dan setiap 

tahunnya menunjukkan keberhasilan dan kemajuan dalam rangka 

mewujudkan visi "BUNGO MANDIRI, AMAN, DAN SEJAHTERA 

(MAS) TAHUN 2016". 

Mandiri : Kondisi yang menggambarkan terwujudnya kemandirian 

masyarakat dan pemerintah dalam bid3Ilg ekonomi, sosial, 

budaya dan politik. sehingga menjadikan masyarakat dan 

pemerintah yang tangguh dan mandiri. 

Am an Kondisi yang memperlihatkan perwujudan memiliki 

perasaan aman dan kepercayaan yang tinggi kepada 

pemerintah sehingga dapat menikmati kehidupan yang lebih 

baik, yang dilandasi supremasi hukum dan Hak Azasi 

Manusia yang tinggi. 

Sejahtera: Kondisi semua lapisan masyarakat dapat terpenuhi hak 

dasarnya, baik di bidang sosial, ekonomi dan buJaya, 

terutama pangan, sandang, dan perumahan secara merata. 

b. Misi Kabupaten Bungo Tahun 2011-2016 

Untuk mencapai visi tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Bungo 

dilakukan melalui Misi: 
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1. Meningkatkan kecerdasan dan kualitas sumber daya manusia yang 

beriman dan bertaqwa ke hadirat Allah SWT, serta meningkatkan 

derajat kesehatan dan pendidikan masyarakat dalam pembangunan 

yang berkelanjutan; 

2. Meningkatkan pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, dan 

pelabuhan udara yang mendorong sekaligus mendukung 

kemajuan perekonomian daerah; 

3. Menyelenggarakan pemerintahan yang amanah, efisien, efektif, 

bersih dan demokratis dengan mengutamakan pelayanan kepada 

masyarakat secara prima; 

4. Meningkatkan kemampuan dan pengcmbanga."'l pertumbuhan 

perekonomian rakyat dengun mendorong pengembangan simpul

simpul ekonomi rakyat utamanya pertanian, industri kecil, 

perdagangan danjasa, serta koperasi; 

5. Mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber day a alam secara 

ccrdas dan bijaksana demi kepentingan masyarakat luas dan 

kelestarian lingkungan hidup; 

6. Meningkatkan sumber-sumber pendanaan dan investasi 

pembangunan melalui penciptaan iklim kondusif untuk 

pengembangan usaha dan penciptaan lapangan kerja; 

7. Mewujudkan kawasan perkotaan dan perdesaan yang sehat dan 

menarik untuk kegiatan ekonomi dan sosial budaya melalui 

partisipasi aktif masyarakat; 
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8. Mengembangkan pemberdayaan masyarakat dan kehidupan 

beragama, adat istiadat dan budaya guna mev.ujudkan rasa aman dan 

ketentraman masyarakat. 

2. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bungo 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 2 Tahun 

2014 ten tang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Pendapatan 

Daerah Kabupaten Bungo, bahwa Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten 

Bungo merupakan unsur pelaksana tugas Bupati dalam menyelenggarakan 

kewenangan di bidang pendapatan daerah. Yang dipimpin oleh seorang 

Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati 

melalui Sekretaris Daerah. 

a. Susunan Organisasi 

Susunan organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten. Bungo, 

terdiri dari: 

1 ). Kepala Dinas 

2). Sekretaris, membawahkan : 

a) Subbagian Umum dan Kepegawaian 

b) Subbagian Keuangan 

c) Subbagian Program 

3). Bidang Fasilitasi Pendapatan Daerah, membawahkan: 

a) Seksi Perencanaan dan Bina Program 

b) Seksi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 

c) Seksi Regu1asi, Konsultasi dan Penyuluhan 

4). Bidang Pendapatan Umum dan Transfer, membawahkan : 
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a) Seksi Dana Perimbangan 

b) Seksi Pendapatan Lain-lain 

c) Seksi Penerimaan Pembiayaan dan Piutang Daerah 

5). Bi~:~ang Pajak Daerah Lainnya, membawahkan : 

a) Seksi Pendaftaran dan Pendataan 

b) Seksi Penetapan 

c) Seksi Pemungutan dan Penagihan 

6). Bidang PBB dan BPHTB, membawahkan : 

a) Seksi Pendataan, Penilaian, dan Penetapan 

b) Seksi Penagihan dan Pelayanan 

c) Seksi Penyelesaian Keberatan dan Sengketa 

7). UPTD; dan 

8). Kelompok Jabatan Fungsional. 
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Gambar4.2 
Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bungo 

I Kepala Dinas I 
I 

Kelompok l Sekretaris I Jabatan 
Fungsional 

I I I I I I 
SubbagUmum Sub bag Subbag 

dan Keuangan Program 
I Kepegawaian 

I I I I 
Bidang Fasilitasi Bidang Pendapatan Bidang Pajak Daerah Bidang PBB dan 

Pendapatan daerah Umum dan Transfer Lainnya BPHTB 

l I I 
Seksi Perencanaan Seksi Dana 
dan Bina Program Perimbangan Seksi Pendaftaran Seksi Pendataan, 

dan Pendataan Penilaian dan 

I I I 
Seksi Monitoring, Seksi Pendapatan 

Evaluasi dan Lain-Lain Seksi Penetapan Seksi Penagihan dan 
Pelaporan Pelayanan 

l I I 
Seksi Regulasi, SeksiPenerimaan Seksi Pemungutan 
Konsultasi dan Pembiayaan Dan dan Penagihan Seksi Penyelesaian 

Penyuluhan Piutang Daerah Keberatan dan 

I UPTD I 
Sumber : Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 2 Tahun 2014 

b. Tugas dan Fungsi 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 2 Tahun 2014 

tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah 

Kabupaten Bungo, bahwa Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bungo 

16/41763.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



116 

mempunya1 tugas melaksanakan kewenangan Pemerintahan dan 

Pembangunan dibidang Pendapatan serta prinsip) koordinasi, integrasi, 

singkronasi, simplikasi, keamanan dan kepastian serta menyusun dan 

melaksanakan kebijakan daerah di bidang pendapatan, Dinas Pendapatan 

Daerah Kabupaten Bungo mempunyai fungsi: 

a) Perumusan kebijakan teknis dibidang Pendapatan Daerah 

b) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum 

dibidang pendapatan daerah 

c) Pelaksanaan kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait 

dibidang pendapatan daerah 

d) Pembinaan dan pelaksanaan dibidang pendapatan daerah 

e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

3. Kondisi Penerimaan Daerah di Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 

2014. 

Hal utama yang harus diperhatikan dalam pengelolaan keuangan 

daerah adalah Penerimaan Daerah. Pendapatan daerah dalam proses 

pengelolaan daerah harus dituangkan terlebih dahulu. Tanpa sumber-sumber 

pendapatan daerah, maka pengelolaan keuangan daerah tidak akan dapat 

dikelola secara sempuma. Untuk mendukung pendaptan ini, baik yang 

menyangkut Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan maupun 

lain-lain pendapatan daerah yang sah seperti bagi hasil dari pemerintah lain, 
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maka harus dilak:ukan secara optimal, guna meningkatkan pendapatan daerah 

secara optimal pula. 

Sebagaimana diketahui, komponen sumber penerimaan suatu daerah 

terdiri dari 1). Pendapatan Asli Daerah, 2). Dana perimbangan, dan 3). Lain

lain pendapatan yang sah, termasuk penerimaan pembiayaan berupa Pinjaman 

Daerah. Masing-masing komponen ini mempunyai peran, fungsi dan dan 

perkembangannya dalam membiayai pelaksanaan pembangunan daerah. 

Kinerja penerimaan daerah Kabupaten Bungo selama Tahun Anggaran 

2014 secara umum tidak mencapai target. Berdasarkan Laporan Realisasi 

Anggaran Tahun Anggaran 2014, tercatat bahw~ pendapatan daerah 

terealisasi sebesar 96,16% atau Rp 1,034 trilyun dari target yang ditetapkan 

sebesar Rp 1,075 trilyun. Rincian lebih lanjut sebagai berikut: 

a) PAD terealisasi sebesar 90,27 % atau Rp. 105,30 milyar dari target 

sebesar Rp 116,65 milyar. Tidak tercapainya target PAD dimaksud 

dikarenakan rata-rata komponen PAD capaian targetnya berada di bawah 

100 persen yakni meliputi pajak daerah capaian targetnya 85,95 persen, 

retribusi daerah capaian targetnya 70,41 %, Hasil Pengelolaan Kekayaan 

Daerah yang dipisahkan berupa bagian laba atas penyertaan modal pada 

perusahaan daerah capaian targetnya 18,04 % dan Lain-lain PAD capaian 

targetnya 100,79%. 

b) Dana Perimbangan terealisasi sebesar 96,07 % atau Rp. 768,95 milyar 

dari anggaran sebesar Rp. 800,36 milyar. Komponen Dana Perimbangan 

yang memberikan kontribusi pelampauan target dimaksud berasal dari 
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bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak dengan capaian target sebesar 

80,32 persen. 

c) Selanjutnya, Lain-lain pendapatan daerah yang sah terealisasi sebesar 

100,79 % atau Rp. 71,03 milyar dari target sebesar Rp. 70,4 7 milyar. 

Dalam rangka peningkatan pendapatan daerah, khususnya PAD, 

ditempuh berbagai bentuk terobosan dan strategi agar penerimaan PAD 

mengalami peningkatan. Salah satu terobosan paling penting dalam 

meningkatkan PAD adalah melakukan program intensifikasi dan 

ekstensifikasi terhadap wajib pajak dan retribusi daerah. !ntensifikasi dan 

Ekstensifikasi pengelolaan pendapatan daerah Kabupaten Bungo sangat 

dipengaruhi oleh Peraturan Perundang-ur.dangan yang berlaku yang berkaitan 

dengan PAD, Dana Perimbangan serta lain-lain pendapatan daerah. 

Sedangkan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan lain-lain pendapatan yang sah 

yang merupakan komponen dari PAD, telah ditentukan sehingga sulit untuk 

melakukan ekstensifiksi sumber penerimaan yang baru. Dalam ketentuan 

peraturan/perundang-undangan ditegaskan bahwa penerimaan pendapatan 

yang baru tidak boleh memberatkan masyarakat dan menghambat 

pertumbuhan ekonomi. 

Berdasarkan kondisi tersebu!, pemerintah Kabupaten Bungo telah 

mengeluarkan kebijakan untuk peningkatan penerimaan daerah. Kebijakan 

yang telah dilakukan untuk meningkatkan penerimaan daerah Kabupaten 

Bungo dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut: 

1. Melakukan pengkajian dan penyusunan aspek legalitas pemungutan 

pendapatan daerah dengan melaksanakan perubahan atau penyusunan 
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Perda baru sertya penerapan sanksi berdasarkan peraturan perundang

undangan yang berlaku. 

2. Melakukan penggalian dan pengembangan sumbersumber potensi 

pendapatan daerah yang sudah ada maupun mencari sumber-sumber 

pendaptan baru untuk menunjang pembiayaan pemerintahan dan 

pembangunan 

3. Mendorong upaya intensifikasi dan ekstensifikasi penenmaan pajak 

negara yang dibagi hasilkan ke daerah seperti pemungutan Pajak Bumi 

dan Bangunan, Pajak Penghasilan (PPh OPDN dan pasal 21) dan Bea 

Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Pemerintah juga 

akan melakukan peningkatan akurasi data sumber daya alam sebagai 

dasar perhitungan pembagian dalam dana perimbangan. 

4. Melakukan pembentukan Satuan Tugas Peningkatan Pendapatan Daerah 

yang bertujuan untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah agar tidak 

terjadi penunggakan pembayaran. 

B. Proses Penetapan Target Pendapatan Asli Daerah Melalui Pajak Hotel 

dan Pajak Restoran di Kabupaten Bungo 

Diberlakukannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah, banyak pemerintah kabupaten melakukan penataan 

struktur kerjanya.Hal ini dilakukan mengingat salah satu kebijakan yang 

paling penting adalah setiap kabupaten hams memiliki sumber pendapatan 

sendiri, walaupun pada tahap awal pemerintah pusat tetap memberikan 

subsidi kepada pemerintah kabupaten. Oleh karena itulah, Pemerintah 
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Kabupaten Bungo juga melakukan hal yang sama, yaitu menajamkan pola 

atau sistem pengelolaan pendapatan daerah. 

Penyelenggaraan desentralisasi di Indonesia terkait erat dengan pola 

pembagian wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, karena 

di dalam penyelenggaraan desentralisasi selalu terdapat dua elemen 

penting.Pertama, pembentukan daerah otonom dan kedua penyerahan 

kewenangan secara hukum dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah 

untuk mengatur dan mengurus bagian-bagian tertentu urusan pemerintahan. 

Tujuan utama yang ingin dicapai melalui kebijakan desentralisasi, 

yaitu tujuan politik dan tujuan administrasi adalah: 

a. Tujuan politik akan memposisikan pemerintah daerah sebagai medium 

pendidikan politik bagi masyarakat tingkat lokal dan secara agregat akan 

berkontribusi pada pendidikan politik tingkat nasional untuk 

mernpercepat terwujudnya masyarakat madani dan yang paling penting 

adalah mendekatkan pelayanan umum pemerintahan yang berhubungan 

dengar1 keberadaan masyarakat. 

b. Tujuan administrasi akan memposisikan pemerintah daerah sebagai unit 

pemerintahan tingkat lokal yang berfungsi untuk menyediakan pelayanan 

masyarakat secara efektif, efisiensi dan hasil yang baik. 

Mengingat urusan pemerintahan bersifat dinamis maka dalam 

penyebarannya selalu mengalami perubahan dari masa ke masa, sehingga 

untuk menjamin kepastian, perubahan-perubahan tersebut perlu didasarkan 

path peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu selalu ada dinamika 

pembagian dalam lingkup pemerintahan, termasuk juga dalam sistem 
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Pemerin-:lhan Kabupaten Bungo.Sebagai bagian dari optimalisasi pelayanan 

kepada masyarakat luas. maka kebutuhan struktur dalam lingkup 

pemeri:~t::than kabupaten harus disesuaikan dengan tingkat kebutuhan 

pelayarLu kepada masyarakat yang harus dipenuhi dan juga harus melihat 

kemampuan dan aparatur yang ada, baik secara kualitas maupun kuantitas. 

Melihat kenyataan di atas maka Pemerintah Kabuaten Bungo juga 

harus memperhatikan kondisi internal dan eksternal, sehingga proses 

perencanaan keorganisasian dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. 

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan 

Daerah dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentane Perimbangan 

Keuanga1•1 antara Pemerintah Pusat dan Daerah, APBD bersumber dari PAD 

dan penerimaan berupa dana perimbangan yang bersumber dari APBN. 

Sumber PAD yang antara lain berupa pajak diharapkan menjadi salah 

satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan 

daerah, untuk meningkatkan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Pajak 

daerah dan pajak pusat merupakan suatu system perpajakan Indonesia yang 

pada dasarnya merupakan beban masyarakat, sehingga perlu dijaga agar 

kebijakan tersebut dapat memberikan be ban yang adil. 

Pajak daerah adalah salah satu sumber PAD Kabupaten Bungo yang 

cukup penting~ Pemerintah Kabupaten Bungo bebas memungut pajak daerah 

sesuai dengan apa yang tertera dalam nomenklatur, namun dalam 

penerapannya tidak semua jenis pajak dapat dipungut. 

Dalam momenklatur tertulis 35 jenis pajak daerah yang diberikan pada 

setiap kabupaten, di antaranya adalah pajak hotel dan pajak restoran. 
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Wewenang pemungutan pajak yang diserahkan kepada daerah ditindakianjuti 

oleh dengan peraturan daerah.Tindak lanjut ini diperlukan karena perda dapat 

mengikat semua orang dalam suatu wilayah kabupaten, selain itu pajak 

daerah dikukuhkan dalam peraturan daerah karena pajak daerah menyangkut 

hajat hidup orang banyak. Oleh karena itu, peraturan daerah menghendaki 

persetujuan DPRD, sebab segala sesuatu yang menyangkut kepentingan 

rakyat hendaklah dengan persetujuan wakil rakyat, apalagi peraturan daerah 

tersebut bersifat mengatur dan memaksa yang dapat mengakibatkan 

pemaksaaan dan tindak pidana kepada wajib pajak yang tidak membayar 

pajak sesuai tarif yang ditentukan. Salah satu pengaturan ten!ang pajak 

daerah, yaitu penetapan target Pendapatan Asli Daerah Melalui Pajak Hotel 

dan Pajak Restoran di Kabupaten Bungo. 

Berikut data mengenai jumlah hotel di Kabupaten Bungo menurut 

klasifikasi Bintang Satu (*) Bintang Tiga (***) Tahun 2010 s.d 2014. 

Tabel4.1 
Daftar Hotel Di Kabupaten Bongo Tabun 2010 dan 2011 

NAMA HOTEL ALAMAT 
- Hotel PERMATA BUNGO PLAZA*** Jl. M. Yamin Muara Bun go 
- Hotel SEMAGI *** Jl. Batang Bungo Muara Bungo 
- Hotel PELANGI * Jl. Jend. Sudirman Muara Bungo 
- Hotel FLAMBOY AN * Jl. Sultan Thaha Muara Bungo 
- Hotel BUNDA-!< Jl. Lebai Haan Muara Bungo 
- Hotel A YUDIA P ALA* Jl. M. Saidi Muara Bungo 
- Hotel ONE* Jl. M. Saidi Muara Bungo 
- Hotel INDRA * Jl. Sri Soedewi, SH Muara Bungo 
- Hotel MERLYN MINI* Jl. Kesuma Muara Bungo 
- Hotel SW ARNA BUMI* Jl. Jl. Sultan Thaha Muara Bungo 
- Hotel BUNGO* Jl. M. Saidi No. 661 Muara Bungo 
- Hotel~A* JL Durian Muara Bungo 
- WISMA LINT AS* Jl. Lintas Sumatera Ma. Bungo 
Sumber: Dispenda Kabupaten Bungo Tahun 2014 (data diolah) 
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Berdasarkan data pada tabel 4.1 di atas, diketahui bahwa pada tahun 

2010 dan 2011 di Kabupaten Bungo terdapat sebanyak 13 unit HoteL yang 

klasifikasi hotel berdasarkan bintang terdiri dari Hotel Bintang Satu (*) 

sebanyak 11 unit sedangkan Hotel Bintang Tiga (***) sebanyak 2 unit. 

Tabel4.2 
Daftar Hotel Di Kabupaten Bungo Tahun 2012 

NAMA HOTEL ALAMAT 
- Hotel PERMATA BUNGO PLAZA*** 11. M. Yamin Muara Bungo 
- Hotel SEMAGI * * * 11. Batang Bungo Muara Bungo 
- Hotel PELANGI * Jl. Jend. Sudirman Muara Bungo 
- Hotel FLAMBOY AN * 11. Sultan Thaha Muara Bungo 
- Hotel BUNDA* 11. Lebai Haan Muara Bungo 
- Hotel A YUDIA PALA * Jl. M. Saidi Muara Bungo 
- Hotel ONE* Jl. M. Saidi Mua:a Bungo 
- Hotel INDRA * Jl. Sri Soedewi, SH Muara Bungo 
- Hotel MERLYN MINI* Jl. Kesuma Muara Bungo 
- Hotel SW A..RNA BUMI* Jl. Jl. Sultan Thaha Muara Bungo 
- Hotel BUNGO* 11. M. S2.idi No. 661 Muara Bungo 
- Hotel BINTANG* 11. Lebai Haan Muara Bungo 
- Hotel NORA* 11. lend. Sudirman Muara Bungo 
- WI SMA LINT AS* Jl. Lintas Sumatera Ma. Bungo 
Sumber: Dispenda Kabupaten Bungo Tahun 2014 (data diolah) 

Jika dilihat data pada tabe1 4.2 di atas, ada penambahan jumlah hotel 

di Kabupaten Bungo, yaitu hotel NORA* dan Hotel BINTANG*. Namun 

juga terjadi pengurangan hotel sebanyak 1 unit, Sehingga jumlah hotel 

menjadi 14 unit. 
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Tabel4.3 
Daftar Hotel Di Kabupaten Bungo Tahun 2013 

NAMA HOTEL ALAMAT 
- Hotel PERMATA BUNGO PLAZA*** 11. M. Yamin Muara Bungo 
- Hotel SEMAGI *** Jl. Batang Bungo Muara Bungo 
- Hotel PELANGI * 11. lend. Sudirman Muara Bungo 
- Hotel BUNDA* Jl. Lebai Haan Muara Bungo 
- Hotel A YUDIA PALA* Jl. M. Saidi Muara Bungo 
- Hotel ONE* II. M. Saidi Muara Bungo 
- Hotel INDRA * 11. Sri Soedewi, SH Muara Bungo 
- Hotel MERLYN MINI* Jl. Kesuma Muara Bungo 
- Hotel SW ARNA BUMI* Jl. Jl. Sultan Thaha Muara Bungo 
- Hotel BUNGO* II. M. Saidi No. 661 Muara Bungo 
- Hotel ANDA * II. Durian Muara Bungo 
- Hotel BINT ANG* Jl. Lebai Haan Muara Bungo 
- Hotel NORA* Jl. Jend. Sudirman Muara Bungo 
- WISMA LINT AS* Jl. Lintas Sumatera Ma. Bungo 
Sumber: Dispenda Kabupaten Bungo Tahun 2014 (data diolah) 

Pada tahun 2013, teijadi lagi pengurangan jumlah hotel dari tahun 

sebelumbya, seperti yang ditulis pada tabel 4.3 di atas, jumlah hotel menjadi 

14 unit. 

Tabel4.4 
Daftar Hotel Di Kabupaten Bungo Tahun 2014 

NAMA HOTEL AL.AMAT 
- Hotel PERMATA BUNGO PLAZA*** Jl. M. Yamin Muara Bun go 
- Hotel SEMAGJ *** Jl. Batang Bungo Muara Bungo 
- Hotel AMARIS * * * II. Sultan Thaha Muara Bungo 
- Hotel PELANGI * II. I end. Sudirman Muara Bungo 
- Hotel RUNDA * II. Lebai Haan Muara Bungo 
- Hotel A YUDIA PALA * II. M. Saidi Muara Bungo 
- Hotel ONE* II. M. Saidi Muara Bungo 
- HoteliNDRA * Jl. Sri Soedewi, SH Muara Bungo 
- Hotel MERLYN MINI* II. Kesuma Muara Bungo 
- Hotel SW ARNA BUMI* II. Sultan Thaha Muara Bungo 
-Hotel BUNGO PALM* II. M. Saidi No. 661 Muara Bungo 
- Hotel ANDA * II. Durian Muara Bungo 
- Hotel BINT ANG* II. Lebai Haan Muara Bungo 
- Hotel NORA* II. I end. Sudirman Muara Bungo 
- WISMA LINT AS* II. Lintas Sumatera Ma. Bungo 
Sumber: Dispenda Kabupaten Bungo Tahun 2014 (data diolah) 
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Pada tahun 2014, terdapat penambahan jumlah hotel sa ban yak 2 uni 

yakni Hotel AMARIS***. 

Berikut data mengenai restoran di Kabupaten Bungo menurut Tahun 

2010 s.d 2014. 

Tabel4.5 
Daftar Restoran Di Kabupaten Bungo 2010 

NAMA RESTORAN ALAMAT 
- RM. CIMPAGO Jl. Dahlia Muara Bungo 
- RM. SALERO BUNDO Jl. Sultan Th£l.ha Muara Bungo 
- SAUNG KURING Jl. R.M Thaher Muara Bungo 
- RM. SEDERHANA Jl. Jend. Sudirman Muara Bungo 
- CFC Jl. M. Yamin Muara Bun go 
- SAlMEN BAKERY Jl. M. Yamin Muara Bun go 
Sumber: Dispenda Kabupaten Bungo Tahun 2014 (data diolah) 

Tabel4.6 
Daftar Restoran Di Kabupaten Bungo 2011 

NAMA RESTORAN ALAMAT 
- RM. CIMPAGO Jl. Dahlia Muara Bungo 
- RM. SALERO BUNDO Jl. Sultan Thaha Muara Bungo 
- SAUNG KURING Jl. R.M Thaher Muara Bungo 
- RM. SEDERI-IAl~A Jl. Jend. Sudirman Muara Bungo 
- CFC Jl. M. Yamin Muara Bun go 
- SAIMENBAKERY Jl. M. Yamin Muara Bun go 
- RM. CIMP AGO 2 Jl. Jend. Sudirman Muara Bungo 
Sumber: Dispenda Kabupaten Bungo Tahun 2014 (data diolah) 

Tabel4.7 
Daftar Restoran Di Kabupaten Bungo 2012 

NAMA RESTORAN ALAMAT 
- RM. CIMP AGO Jl. Dahlia Muara Bungo 
- IU.1. SALERO BUNDO Jl. Sultan Thaha Muara Bungo 
- SAUNG KURING Jl. R.M Thaher Muara Bungo 
- RM. SEDERHANA Jl. Jend. Sudirman Muara Bungo 
- CFC Jl. M. Yamin Muara Bun go 
- SAlMEN BAKERY Jl. M. Yamin Muara Bungo 
- Ready To Eat HYPERMART Jl. M. Yamin Muara Bungo 
Sumber: Dispenda Kabupaten Bungo Tahun 2014 (data diolah) 
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Tabel4.8 
Daftar Restoran Di Kabupaten Bungo 2013 

NAMA RESTORAN ALAMAT 
- RM. CIMPAGO Jl. Dahlia Muara Bungo 
- RM. SALERO BUNDO Jl. Sultan Thaha Muara Bungo 
- SAUNG KURING Jl. R.M Thaher Muara Bungo 
- RM. SEDERHANA Jl. Jend. Sudirman Muara Bungo 
- CFC Jl. M. Yamin Muara Bungo 
- SAlMEN BAKERY Jl. M. Yamin Muara Bun go 
- Ready To Eat HYPERMART Jl. M. Yamin Muara Bungo 
- CWIE MIE MALANG Jl. Sri Soedewi, SH Muara Bungo 
Sumber: Dispenda Kabupaten Bungo Tahun 2014 (data diolah) 

Tabel4.9 
Daftar Restoran Di Kabupaten Bungo 2014 

NAMARESTORAN ALAMAT 
t---RM-_.-C-IMP A GO Jl. Dahlia Muara Bungo 
- RM. SALERO BUNDO Jl. Sultan Thaha Muara Bungo 
- SAlJNG KURING Jl. R.M Thaher Muara Bungo 
- RM. SEDERHANA Jl. Jend. Sudirman Muara Bungo 
- CFC Jl. M. Y arnin Muara Bungo 
- SAlMEN BAKERY Jl. M. Yamin Muara Bungo 
- Ready To Eat HYPERMART Jl. M. Yamin Muara Bungo 
- CWIE MIE MALANG Jl. Sri Soedewi, SH Muara Bungo 
- PURl MINANG Jl. Jend. Sudirman Muara Bungo 
- AMARIS HOTEL Jl. Sultan Thaha Muara Bungo 
- CAFFE TARIA J!. Jend. Sudirman Muara Bungo 
Sumber: Dispenda Kabupaten Bungo Tahun 2014 (data diolah) 

Sejalan dengan hal tersebut, b~rdasarkan keterangan Kepala Bidang 

Pendapatan Daerah Lainnya pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten 

Bungo, terhadap penetapan target pendapatan khususnya terhadap target 

penerimaan pajak hotel dan pajak restoran setiap tahun anggaran yaitu 

berpedoman pada pada realisasi tahun anggaran sebelurnnya ditarnbah 

estimasi 10%. Dari keterangan tersebut jika ditinjau dari target pendapatan 

yang ditetapkan pada 2 (dua) tahun terakhir yaitu antara tahun 2013 dan 2014, 

di Tahun 2013 Jumlah Relaisasi Pajak Hotel Sebesar Rp.276,577,889.00, 
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target yang ditetapkan di Tahun 2014 sebesar Rp. 431,201,800.00, sedangkan 

untuk pajak restoran realisasi di tahw1 2013 sebesar Rp.l,348.819,312.00, 

sedangankan target yang ditetapkan sebesar Rp. L057,350,000.00. Sehingga 

jika dihitung ulang target yang ditetapkan oleh perintah daerah terhadap dua 

jenis objek pajak tersebut, tidak sesuai dengan keterangan yang disampaikan 

oleh Kepala Bidang Pendapatan Daerah Lainnya pada Dinas Pendapatan 

Daerah Kabupaten Bungo tersebut. Hitungan sederhana yang dilakukan 

peneliti sebagai berikut : 

Target Pajak Hotel Tahun n = Realisasi Tahun n-1 + (Realisasi Restoran 
Tahun n x 10%) 

Ket: n = tahun 

Sehingga dengan menggunakan cara hitungan sederhana yang peneliti 

lakukan, seperti target pajak hotel yang ditetapkan di tahun 2014 sebesar 

Rp.431 ,201 ,800.00, itu merupakan jumlah yang sangat tinggi yang berakibat 

terhadap persentase realisasi tidak meningkat, target yang seharusnya sebesar 

Rp. 304.235.677.00. 

Berdasarkan data yang diperoleh, bahwa proses penetapan target 

Pendapatan Asli Daerah melalui Pajak Hotel dan Pajak Restoran yang 

dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bungo, merupakan 

langkah pengambilan keputusan yang dilakukan oleh lernbaga khususnya 

bidang pendapatan daerah lainnya. Dimensi yang digunakan adalah sesuai 

dengan apa yang disampaikan tentang model teori rasionalisme dalarn 

penetapan target. Penilaian yang dilakukan mengenai kesesuaian antara teori 
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dengan kenyataan di lapangan menjadi acuan dalam penilaian penetapan 

target yang dilaksanakan oleh lembaga. hal mr dapat digambarkan sebagai 

berikut: 

Bagan 4.1 
Proses Penetapan Target Pendapatan Asli Daerah Melalui 

Pajak Hotel dan Pajak Restoran di Kabupaten Bungo 

Kepala Bidang Pendapatan Daerah Lainnya 

Kepala Seksi 
Pendaftaran dan 

Pendataan 
Kepala Seksi Penetapan 

Rekapan Rencana Target Pendapatan 

Kepala Seksi 
Pemungutan 
dan Penagihan 

Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bungo 

Ketua T APD Kabupaten Bungo 

Dibahas bersama Tim Badan Anggaran Daerah 
Kabupaten Bungo dari Eksekutif dan Legislatif 

Sumber : hasil olahan peneliti. 

Berdasarkan gambar 4.3 di atas, proses penetapan target Pendapatan 

Asli Daerah Melalui Pajak Hotel dan Pajak Restoran di Kabupaten Bungo, 

yaitu: 

a. Kepala Bidang Pendapatan Daerah Lainnya pada Dinas Pendapatan 

Daerah Kabupaten Bungo bersama 3 (tiga) orang Kepala Seksi pada 
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bindang tersebut, antara lain Kepala Seksi Pendaftaran dan Pendataan, 

Kepala Seksi Penetapan, Kepala Seksi Pemungutan dan Penagihan pada 

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bungo, membuat rekapan rencana 

target pendapatan yang berpedoman pada realisasi target pendapatan di 

tahun sebelurnnya yang ditambah estimasi sebesar 10%, kemudian baru 

melakukan pendataan terhadap penambahan atau pengurangan terhadap 

objek pajak, setelah rencana target didapatkan. 

b. Usulan rencana target pendapatan pajak hotel dan pajak restoran 

disampaikan kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bungo 

me1alui Sekretaris Dinas, untuk direkap dan dibuat rencana usulan target 

pajak. 

c. Setelah target direkap maka selanjutnya Kepala Dinas Pendapatan 

Daerah Kabupaten Bungo menyampaikan usuian tersebut kepada Ketua 

T APD Kabupaten Bungo, selanjutnya untuk diba.~as bersama Tim Badan 

Anggaran Daerah Kabupaten Bungo dari Eksekutif dan Legislatif. 

C. Faktor-Faktor yang mempengaruhi Terhadap Proses Penetapan Target 

Pendapatan Asli Daerah Melalui Pajak Hotel dan Pajak Restoran Di 

Kabupaten Bungo 

Ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu berotonomi 

yaitu terletak pada kemampuan keuangan daerah. Artinya, daerah otonom 

harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber 

keuangan sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang 

memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya. 
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Ketergantungan kepada bantuan Pusat harus seminimal mungkin, sehingga 

PAD khususnya pajak daerah harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar, 

yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan Pusat dan Daerah 

sebagai prasyarat mendasar dalam sistem pemerintahan negara. 

Pemerintah Daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber 

keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan 

dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

Sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial harus digali secara 

maksimal, namun tentu saja di dalam koridor peraturan perundang-undangan 

yang berlaku, termasuk diantaranya adalah pajak hotel dan pajak restoran yang 

memang telah sejak lama menjadi unsur PAD yang utama. 

Secara umum pajak hotel adalah pajak ya.Ttg dikenakan pada bangunan 

yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/ istirahat, 

memperoleh pelayanan dan! atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, 

termasuk bangunan lainnya yang menyatu dikelo1a dan dimiliki oleh pihak 

yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran. 

Obyek pajak hotel adalah setiap pelayanan yang disediakan dengan 

pembayaran di hotel yang meliputi: 

a. Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek, antara lain gubuk 

wisata (cottage), motel, wisma wisata dan rumah penginapan termasuk 

rumah kost dengan jumlah 10 kamar atau lebih yang menyediakan fasilitas 

seperti rumah penginapan. 

b. Pelayanan penunjang lainnya seperti restoran, telepon, faxsimile, Laundry 

dan lain-lain. 
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c. Fasi1itas hiburan dan o1ahraga, kecantikan; 

d. Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan/ pertemuan di hotel. 

Faktor-faktor yang menjadi penghambat terhadap proses penetapan 

target Pendapatan Asli Daerah melalui pajak hotel dan pajak restoran di 

Kabupaten Bungo dapat digambarkan sebagai berikut: 

Bagan 4.2 
Faktor-faktor penghambat terhadap proses penetapan target 

Pendapatan Asli Daerah melalui pajak hotel dan pajak restoran 
di Kabupaten Bungo 

Pendataan dan Pendaftaran 
Wajib Pajak Hotel dan 
Pajak Restoran. 

Pelaksanaan 
Pajak Hotel 
Restor an. 

Penertiban 
Pajak Hotel 
Restoran. 

Pengawasan 
Pajak Hotel 
Restoran. 

Penagihan 
dan Pajak 

Pemungutan 
dan Pajak 

Pemungutan 
dan Pajak 

Sumber : hasii olahan peneliti. 

Penetapan target Pendapatan 
Asli Daerah melalui pajak 
hotel dan pajak restoran di 
Kabupaten Bungo. 

Berdasarkan hagan 4.2 di atas, faktor-faktor yang menjadi penghambat 

terhadap proses penetapan target Pendapatan Asli Daerah melalui pajak hotel 

dan pajak restoran di Kabupaten Bungo, yaitu: 
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a. Pendataan dan Pendaftaran Wajib Pajak Hotel dan Restoran 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Akuntansi dan 

Pelaporan pada Badan PKAD Kabupaten Bungo, diperoleh keterangan 

bahwa salah satu kegiatan pendukung proses pendataan dan pendaftaran 

wajib pajak berupa kegiatan sosialisasi masih jarang dilakukan 

dikarenakan sarana, prasarana dan Sumber Daya Manusia yang tersedia 

masih sangat terbatas. Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten 

Bungo tentu selalu memerlukan suatu perencanaan kerja di bidang 

pendapatan daerah, baik secara kualitas maupun kuantitas yang 

disesuaikan dengan Jerus dan banyaknya jumlah kegiatan yang 

bersangkutan. Selanjutnya wawancara dengan Pemilik Kos-kosan SY AF A 

di Lrg. Apel Muara Bungo, diperoleh infonnasi tentang pendataan 

terhadap pendataan potensi Pajak hotel, karena sampai dengan saat ini 

Kos-kosan SY AF A bel urn pemah di data dan terdaftar sebagai wajib pajak 

sejak tahun berdirinya Kos-kosan tahun 2012, informasi yang serupa juga 

disampaikan oleh Pemilik Kos-Kosan Bungo Baru Jln. Sultan Thaha yang 

berdiri sejak tahun 2007. 

Perencanaan juga mencakup penentuan mengenai sumber daya yang 

diperlukan, seperti sumber daya manusia, peralatan dan biaya. Di samping 

itu, untuk mengetahui, apakah pelaksanaan sudah berjalan sesuai dengan 

rencana, maka dilakukan pengontrolan pelaksanaan tugas secara lebih 

efisien. Apabila diingat bahwa kemampuan petugas Di3penda, salah satu 

bentuk perencanaan kegiatan yang dilakukan adalah dengan melakukan 

sosialisasi dan pendataan Wajib Pajak (WP) hotel dan restoran untuk 
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menghasilkan rekapitulasi data wajib pajak dan omsetnya dengan tujuan 

me:1dapatkan akurasi data dari omset wajib pajak untuk mendukung 

pencapaian target penerimaan daerah. Langkah-langkah yang telah 

dilakukan seperti mengadakan survei terhadap wajib pajak hotel dan 

restoran agar diperoleh data dan informasi yang mereka perlukan dan 

laporan-laporan itu dan sejauh mana tingkat pemahaman wajib pajak 

mengenai peraturan daerah tentang Pajak hotel dan restoran. 

Penyusunan rencana pendataan dan sosialisasi mengenai Peraturan 

daerah dan rencana anggaran dibuat untuk jangka waktu satu tahun dengan 

pemenvhan kebutuhan yang dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali 

(triwulan). Penyusunan anggaran ini dimasukkan dalam Daftar Usulan 

Kegiatan (DUK) dengan berdasarkan APBD sebagai rencana pelaksanaan 

kegiatan. 

Dalam penggunaan anggaran kegiatan yang tersedia harus 

memperhatikan berapa besar manfaat atau kebutuhan yang diperlukan, 

kemudian diperbandingkan dengan besamya biaya yang dikeluarkan untuk 

melakukan kegiatan tersebut.Dasar pertimbangannya adalah pengeluaran 

biaya harus seimbang dengan pendapatan daerah. Perencanaan terhadap 

pendataan dan sosialisasi kepada wajib Pajak hotel dan restoran, dengan 

melakukan penyampaian penagihan dan pengecekan Surat Penagihan 

Pajak Terhutang (SPPT), pendataan kepada wajib pajak baru, operasional 

tim penyuluh, penyisiran tunggakan pajak, penyusunan rencana strategi. 

Berdasarkan studi dokmnentasi khusus untuk Pajak hotel di 

Kabupaten Bungo untuk tahun anggaran yaitu tahun 2013 targetnya Rp. 
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410.668.392.00,- (em pat ratus sepuluh juta enarn ratus enarn puluh delapan 

ribu tiga ratus sernbilan puluh dua mpiah), temyata realisasi penerirnaanya 

kurang dari target yang telah ditentukan, yaitu 67,35% atau 

Rp.276.577.889,00,- (dua ratus tujuh puluh enam juta lima ratus tujuh 

pu1uh tujuh ribudelapan ratus delapan puluh sernbilan mpiah). 

Berbeda dengan penerirnaan pajak restoran Kabupaten Bungo untuk 

tahun anggaran 2013, targetnya adalah Rp. 870.000.000,00 (delapan ratus 

tujuh puluh juta mpiah), temyata realisasi penerirnaanya rnelebihi dari 

target yang telah ditentukan, yaitu 155,04% atau Rp. 1.348.819.312,00 

(satu miliyar tiga ratus empat puluh delapan juta delapan ratus sembilan 

belas ribu tiga ratus dua belas mpiah). 

Selama periode 5 tahun anggaran Kabapaten Bungo, realisasi 

penerirnaan PAD dari Pajak hotel selalu tidak melampaui target dengan 

rata-rata realisasi sebesar 72,4 %. Berbeda dengan penerimaan PAD dari 

Pajak Restoran yang se1alu melampaui target dengan rata-rata rea1isasi 

sebcsar 111,4%. Penurunan jumlah pendapatan dari Pajak hotel dan 

restoran tetjadi pada tahun 2011 dan 2012. 

Jika dikaji 1ebih dalam tentang informasi Kepala Pendapatan Daerah 

Lainnya pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bungo, terdapat 

indikasi lemahnya pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh 

pemerintah daerah terhadap Pajak hotel dan restoran, sehingga berakibat 

pada rendahnya pendapatan asli daerah. Diperoleh keterangan dari Kepala 

Bidang Akuntansi dan Pe1aporan pada Badan PKAD Kabupaten Bungo, 
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masih rendahnya pencapaian target penerimaan Pajak hotel dan restoran, 

disebabkan antara lain: 

1) Wajib pajak sering mengabaikan kewajibannya untuk membayar pajak 

tepat waktu, sehingga berakibat pada tunggakan pajak; 

2) Wajib pajak utamanya para pengusaha restoran sering mengajukan 

keberatan atas besamya penetapan pajak yang telah ditetapkan, 

sehingga berakibat pada tidak tercapainya target penerimaan; 

3) Intensitas petugas pemungutan Pajak hotel dan restoran untuk 

melakukan penagihan terhadap wajib pajak masih jarang 

dilaksanakan. 

4) Sietem penyampaian informasi, konsultasi dan bimbingan mengenai 

Pajak hotel dan restoran secara berkesinambungan melalui penyuluhan 

perpajakan kepada masyarakat wajib pajak untuk meningkatkan 

pengetahuan, kesadaran dan kemauan masih tergolong rendah. 

Berdasarkan observasi lapangan menunjukkan bahwa, pajak hotel 

dan restoran yang ditetapkan untuk daerah kabupaten memiliki basis 

pungutan yang relatif kecil dan sifatnya bervariasi antar daerah. Daerah 

pariwisata dan daerah yang memiliki aktivitas bisnis yang luas akan 

menikmati penerimaan pendapatan asli daerah yang besar. Sementara 

daerah terpencil dan daerah pertanian akan menikmati penerimaan 

pendapatan asli daerah yang relatif kecil. 

b. Pelaksanaan Penagihan Pajak Hotel dan Restoran 

Penetapan target penerimaan Pajak hotel dan restoran yang 

dilaksanakan di Kabupaten Bungo belum didukung dengan data yang 
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akurat, sehingga realisasi penerimaan tidak mencapai target yang sudah 

ditetapkan. Banyak faktor tentunya yang dapat mempengaruhi tidak 

tercapainya target penerimaan tersebut, diantaranya adalah tata cara dan 

prosedur pembayaran, mekanisme atau tata cara penagihannya, dan 

bagairnaana penerapan sanksi yang dilaksanakan terhadap para wajib 

pajak yang melalaikan kewajibannya dan bagaimana penerapan sanksi 

terhadap para wajib pajak yang melakukan kecurangan (misalnya 

melakukan manipulasi data material yang dikelolanya),serta bagaimana 

penerapan sanksi terhadap pengusaha yang tidak memiliki izin usaha yang 

mendirikan hotel dan restoran. Prosedur atau tata cara penagihan Pajak 

hotel dan rcstoran di Kabupaten Bungo adalah sepenuhnya mengacu 

kepada Peraturan Daeral1 Kabupaten Bungo Nomor 5 tentang Pajak Hotel 

dan Peraturan Daerah Kabupaten Bungo 6 Tahun 2012 dan Pajak 

Resto ran. 

Sejalan dengan hal tersebut, be;dasarkan keterangan Kepala Bidang 

Pendapatan Daerah Lainnya pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten 

Bungo, prosedur atau tata cara penagihannya yang dilakukan oleh petugas 

adalah: pertama-tama diberikan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), 

Surat Pemberitahuan Tagihan Pajak Daerah (SPTPD), Surat Tagihan Pajak 

Daerah (STPD) dan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD), dirnana SKPD 

adalah diperuntukkan bagi kepentingan para wajib pajak untuk mengetahui 

seberapa besar nilai pajak yang harus dibayar, SPTPD diperuntukkan bagi 

kepentingan para wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan 

pernbayaran pajak yang teratasi, STPD adalah surat penagihannya dan 
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SSPD diperuntukkan bagi kepentingan para wajib pajak untuk melakukan 

pembayaran pajak. Apabila penagihan melalui surat-surat yang telah 

disampaikan kepada para wajib pajak, tetapi para wajib pajak masih belum 

melakukan pembayaran pajaknya, maka tindakan yang dilakukan adalah 

memberikan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis 

setelah tujuh hari sejak saatjatuh tempo pembayaran. 

Berdasarkan studi dokumentasi mengenai Peraturan Daerah 

Kabupaten Bungo Nomor 5 tentang Pajak Hotel dan Peraturan Daerah 

Kabupaten Bun go 6 Tahun 2012 dan Pajak Restoran, pada Bab IX 

Tentang Tata Cara Penagihan Pajak, khususnya pada Pasal 17 ayat (2) 

ditegaskan bahwa dalam jangka waktu tujuh hari setelah tanggal surat 

teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, 

maka wajib pajak sudah harus melunasi pajak yang terhutang tersebut. 

Jika dicermati tentang tata cara penagihan Pajak hotel dan restoran di 

Kabupaten Bungo seperti yang tercantum dalarn Peraturan Daerah 

Kabupaten Bungo Nomor 5 tentang Pajak Hotei dan Peraturan Daerah 

Kabupaten Bungo 6 Tahun 2012 dan Pajak Restoran, mengenat 

penagihannya, dengan tegas dikatakan bahwa Tata Cara Penagihan 

dilakukan dengan cara memberikan surat teguran atau peringatan kepada 

wajib pajak setelah tujuh hari sejak saatjatuh tempo, dan dalam waktu 

tujuh hari itulah wajib pajak harus melunasi pajaknya, maka dengan 

demikian dapat dikatakan bahwa tata cara penagihan Pajak hotel dan 

restoran di Kabupaten Bungo dilaksanakan cukup baik. 
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Dikatakan cukup baik karena di dalam peraturan tersebut jelas 

terlihat adanya unsur ketegasan. yaitu ketegasan tentang waktu 

pembayaran, dimana dalam waktu tujuh hari setelah jatuh tempo 

pembayaran pajak maka kepada para wajib pajak diberikan surat tagihan 

yang berupa surat teguran atau surat peringatan, kemudian dalam waktu 

tujuh hari setelah surat tagihan yang berupa surat teguran atau surat 

peringatan tersebut diterima oleh para wajib pajak maka para wajib pajak 

tersebut sudah harus melunasi pajaknya. 

Prosedur dan tata cara penagihan Pajak hotel dan restoran yang 

dilaksanakan di Kabnpaten Bungo memang benar-benar tel:lh 

mengimplementasikan Peraturan Daerah yang telah disusun. Artinya 

bahwa prosedur dan tata cara penagihan Pajak hotel dan restoran di 

Kabupaten Bungo memang sepenuhnya mengacu kepada Peraturan Daerah 

Kabupaten Bungo Nomor 5 tentang Pajak Hotel dan Peraturan Daerah 

Kabupaten Bungo 6 Tahun 2012 dan Pajak Restoran. 

c. Penertiban Pemungutan Pajak Hotel dan Restoran 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Akuntansi dan 

Pelaporan pada Badan PKAD Kabupaten Bungo, diketahui bahwa 

penertiban pemungutan Pajak Hotel dan Restoran merupakan indikator 

untuk mengukur tingkat pemanfaatan sumber penerimaan pajak daerah 

berdasarkan target yang ada. Oleh karena itu, mengukur tingkat efektivitas 

pajak berarti membandingkan antara realisasi pajak dengan target pajak. 

Studi dokurnentasi menunjukkan bahwa, kriteria penetapan tingkat 

efektivitas pemungutan Pajak hotel dan restoran, selengkapnya meliputi: 
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hasil perbandingan atau persentase pencapaian di atas 1 00% berarti sangat 

efek'1if dan hasil perbandingan atau persentase pencapaian di atas 90% 

sampai dengan 100% berarti efektif; hasil perbandingan atau persentase 

pencapaian di atas 80% sampai dengan 90% berarti cukup efektif; hasil 

perbandingan atau persentase pencapaian di atas 60% sampai dengan 80% 

berarti kurang efektif; dan hasil perbandingan atau persentase pencapaian 

di bawah 60% berarti tidak efektif. 

Efisiensi pemungutan Pajak hotel dan restoran merupakan persentase 

perbandingan antara biaya yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan 

pajak dengan besarnya pajak yang dapat dipungut.Analisis efisiensi 

merupakan suatu analisis yang bertujuan untuk mengetahui sejauhmana 

pemanfaatan sejumlah biaya koleksi pajak dalam memungut sejumlah 

pajak.Realisasi Pajak hotel dan restoran di bagi dengan realisasi 

pendapatan asli daerah yang dikelola oleh Dispada Kabupaten Bungo. 

Hasil pembagian tersebut dikalikan dengan belanja rutin Dispenda setelah 

dikurangi dengan insemif Pajak hotel dan restoran.Kemudian realisasi 

Pajak hotel dan restoran di bagi dengan realisasi pendapatan asli daerah 

yang dikelola oleh Dispenda. 

Berdasarkan studi dokumentasi khusus untuk Pajak hotel di 

Kabupaten Bungo untuk tahun anggaran yaitu tahun 2013 targetnya Rp. 

410.668.392.00,- (empat ratus sepuluhjuta enam ratus enam puluh delapan 

ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah), temyata realisasi penerimaanya 

kurang dari target yang telah ditentukan, yaitu 67,35% atau 
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Rp.276.577.889,00,- (dua ratus tujuh puluh enam juta lima ratus tujuh 

pu1uh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah). 

BerbeJa dengan penerimaan pajak restoran Kabupaten Bungo untuk 

tahun anggaran 2013, targetnya adalah Rp. 870.000.000,00 (delapan ratus 

tujuh puluh juta rupiah), temyata realisasi penerimaanya melebihi dari 

target yang telah ditentukan, yaitu 155,04% atau Rp. 1.348.819.312,00 

(satu miliyar tiga ratus empat puluh delapan juta delapan ratus sernbilan 

belas ribu tiga ratus dua belas rupiah). 

Selarna periode 5 tahun anggaran Kabupaten Bungo, realisasi 

penerirnaan PAD dari Pajak hotel selalu tidak melampaui target dengan 

rata-rata realisasi sebesar 72,4 %. Berbeda dengan penerimaan PAD dari 

Pajak Restoran yang selalu melarnpaui target dengan rata-rata realisasi 

sebesar 111,4%. Penurunan jumlah pendapatan dari Pajak hotel dan 

restoran terjadi pada tahun 2011 dan 2012. 

d. Pengawasan Pemungutan Pajak Hotel dan Restoran 

Berdasarkan data basil wawancara dengan Kepala Bidang Akuntansi 

dan Pelaporan pada Badan PKAD Kabupaten Bungo, diperoleh keterangan 

bahwa prosedur kerja pengawasan Pajak hotel dan restoran, mengacu 

kepada prinsip-p:insip disiplin pengawasan yang berdasarkan sistem 

pengawasan reprensif yang meliputi kejelasan prosedur perneriksaan 

kepada wajib pajak, jangka waktu yang diperlukan untuk melakukan 

pemeriksaan, jumlah wajib pajak yang akan diperiksa dalam satu hari, 

kemampuan petugas dalarn melakukan pemeriksaan dan sarana dan 

prasarana pemeriksaan yang mendukung. 
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Pelaksanaan pengawasan mengenai Pajak hotel dan restoran, belum 

dilakukan secara maksimaL hal tersebut masih terlihat beberapa nama atau 

perusahaan rumah makan/restoran yang belum melunasi kewajiban dan 

masa berlaku ijin usaha yang tidak diperpanjang. Sampai sekarang 

tindakan yang dilakukan Pemerintah Daerah melalui instansi terkait belum 

ada ketegasan mengenai pelanggaran terhadap peraturan yang sudah 

ditetapkan. 

Prosedur kerja pengawasan Pajak hotel dan restoran melalui tata cara 

penagihan pajak sudah cukup jelas, seperti melakukan peninjauan 

langsung ke lokasi, sambil mengadakan pemeriksa.J.n SPTPD dan ijin 

usahanya, memberikan penyuluhan mengenai dasar pengenaan dan tarif 

pajak, mengoptirnalkan ketentuan yang berlaku di bidang perpajakan. 

Jangka waktu yang diperlukan dalam melakukan pengawasan tidak 

menentu, terkadang satu minggu, satu bulan, triwulan bahkan semesteran. 

Oleh karena itu wajib pajak cenderung melakukan upaya penyimpangan 

dengan tidak membayar pajak dan berusaha untuk tidak memperpanjang 

ijin usaha. 

Frekuensi pengawasan yang dilakukan oleh petugas tidak tetap, 

karena tidak adanya jadwal bagi pelaksanaan pengawasan tersebut.Adapun 

hal-hal yang diawasi, yaitu melakukan monitoring dan pengawasan 

terhadap penijinan usaha restoran, melakukan pemeriksaan para wajib 

pajak yang belum melaksanakan kewajiban dalam membayar pajak 

sebagaimana yang sudah ditetapkan. 
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Secara aktual aparat Dispenda Kabupaten Bungo dalam 

melaksanakan pengelolaan pajak hotel dan restoran berdasarkan dengan 

ketentuan sebagaimana Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 5 

tentang Pajak Hotel dan Peraturan Daerah Kabupaten Bungo 6 Tahun 

2012 dan Pajak Restoran tersebut, namun pelaksanaan operasional 

pemungutan di lapangan dijumpai adanya hambatan dan permasalahan 

yang perlu mendapat perhatian dan penanganan yang lebih serius agar 

peranan Pajak Hotel dan Restoran mampu memberikan kontribusi 

terhadap penerimaan daerah khususnya Pendapatan Asli Daerah lebih 

mantap lagi. 

Upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam mengatasi hambatan terhadap 

proses penetapan target Pendapatan Asli Daerah melalui pajak hotel dan pajak 

restoran di Kabupaten Bungo adalah: 

1). Intensifikasi Penge1olaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran 

Upaya yang bersifat intensifikasi ada1ah berupa peningkatan 

Pendapatan Asli Daerah dari sumber-sumber yang telah ada dan telah 

dikerjakan selama ini. Dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli 

Daerah (PAD)~ yang salah satunya adalah dilakukan melalui pengelolaan 

pajak daerah dan salah satu jenis dari pajak daerah tersebut adalah pajak 

hotel dan pajak restoran~ sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah 

Kabupaten Bungo Nomor 5 tentang Pajak Hotel dan Peraturan Daerah 

Kabupaten Bungo 6 Tahun 2012 dan Pajak Restoran. 

Agar pelaksanaan pemungutan pajak hotel dan pajak restoran 

tersebut dapat berjalan lancar, dalam pengertian realisasi penerimaannya 
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dapat mencapai target yang telah ditentukan, salah satu upaya yang harus 

dilakukan adalah penyempumaan terhadap sistem administrasinya. 

Berdasarkan wawancara dengan Pemilik Restoran Salero Bundo, 

diperoleh informasi bahwa besamya tarif pungutan pajak hotel dan pajak 

restoran adalah sudah diatur didalam Peraturan Daerah Kabupaten Bungo 

Nomor 5 tentang Pajak Hotel dan Peraturan Daerah Kabupaten Bungo 6 

Tahun 2012 dan Pajak Restoran. Dimana besaran tarifnya sudah berlaku 

sejak peraturan tersebut diberlakukan, sedangkan untuk penyesuaiannya, 

sampai sekarang belum pemah dilakukan penyesuaian tarif, karena untuk 

menyesuaikan tarif tersebut tentunya harus dilakukan dengan Peraturan 

Daerah juga. 

Besamya tarif pungutan pajak hotel, khususnya pada Bab III Ten tang 

Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak, pada Pasal 6 dikatakan 

bahwa besamya tarif pajak hotel adalah 10% (sepuluh persen). Kemudian 

pada Pasal 7 dinyatakan besaran pokok Pajak Hotel yang terutang dihitung 

dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 

dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5. 

Kemudian besamya tarif pungutan pajak restoran, khususnya pada 

Bab III Tentang Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak, 

pada Pasal 5 dikatakan bahwa besamya tarif pajak restoran adalah 10% 

(sepuluh persen). Kemudian pada Pasal 6 dinyatakan besaran pokok Pajak 

Restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan dasar pengenaan pajak 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4. 
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Menurut Penulis, bahwa besamya tarif pungutan pajak hotel dan 

pajak restoran tersebut sebenamya dapat saja dinaikkan atau disesuaikan 

jumlahnya mana kala jumlah tarif pungutan itu dirasakan sudah tidak 

sesuai lagi, dan untuk menaikkan jumlah tarif pungutan pajak tersebut 

tentunya harus dilakukan melalui suatu mekanisme yang benar, yaitu 

dalam memutuskan harus dilakukan melalui pembicaraan atau rembuk 

dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Namun jika dikaji 

lebih jauh tentang besamya tarif pungutan pajak hotel dan pajak restoran 

yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bun go, yaitu 10% x 

Harga Dasar yang berlaku, maka dapat dikatakan bahwa besamya tarif 

pungutan pajak hotel dan pajak restoran tersebut sudah cukup besar. 

Dengan demikian berarti terjadinya kesenjangan antara target dan realisasi 

penerimaan pajak hotel dan pajak restoran di Kabupaten Bungo bukan 

disebabkan oleh besamya tarifpungutan. 

2). Ekstensifikasi Pengelolaan Pajak Hotel dan Restoran 

Upaya-upaya yang bersifat esktensifikasi, yaitu upaya untuk 

menggali dan memperluas sumber baru, yang sebelumnya tidak 

diusahakan atau belum diatur dalam peraturan daerah untuk ditetapkan 

sebagai sumber penerimaan bagi Pemerintah Daerah. Dari pengertian 

upaya yang bersifat ekstensifikasi tersebut, terkandung makna bahwa 

Pemerintah Daerah dapat membuat suatu peraturan daerah yang mengatur 

dan menetapkan suatu sumber pendapatan menjudi pendapatan daerah, 

yang mana peraturan daerah tersebut diproses dan diputuskan bersama 
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antara kepala daerah dan lembaga legislatif, yaitu Dewan Penvakilan 

Rakyat Daerah (DPRD). 

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Bidang Akuntansi dan 

Pelaporan pada Badan PKAD Kabupaten Bungo, diperoleh informasi 

bahwa belum semua pengusaha hotel dan restoran yang terdapat di 

Kabupaten Bungo dapat dikelola dengan baik sebagai sumber penerimaan 

dari sektor pajak daerah. Berdasarkan observasi lapangan, menunjukkan 

bahwa pengusaha hotel dan restoran yang terdapat di Kabupaten Bungo 

cukup ban yak, dan mengalami peningkatan dari tahun 2013 ke 20 14 akan 

tetapi yang telah dapat dikelola dan memberikan kontribusi terhadap 

keuangan daerah baru sebagian kecil saja dari sumber yang dimiliki. 

Kenyataan tersebut menunjukkan bahwa, masih banyak Jems 

pendapatan daerah yang telah ditetapkan oleh pemeriutah sebagai salah 

satu sumber penerimaan keuangan daerah khususnya dari sektor pajak 

hotel dan pajak restoran, namun belum dapat dikelola dengan baik oleh 

Pemerintah Kabupaten Bungo. Dengan demikian maka kondisi tersebut 

berarti menggambarkan masih lemahnya/kurangnya kemampuan 

pemerintah Kabupatn Bungo dalam mengeiola sumber-sumber potensi 

daerahnya atau dengan kata lain, jangankan berupaya untuk melakukan 

penggalian terhadap sumber-sumber baru, sementara sumber-sumber yang 

telah ditetapkan oleh pemerintah saja masih belum dapat dikelola dengan 

baik. 

Selarna ini memang belum pemah dilakukan pendekatan untuk 

menjalin hubungan kerjasarna dengan pihak luar dalarn upaya untuk 
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melakukan pengelolaan berbagai potensi pendapatan daerah yang terdapat 

di Kabupaten Bungo, tem1asuk didalamnya pengelolaan restoran. 

Kenyataan tersebut memberikan gambaran tentang kurangnya upaya yang 

dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Bungo untuk meningkatkan 

kemampuannya dalam mengelola sumber pendapatan daerah yang 

dimilikinya, kurangnya inisiatif untuk melakukan pengelolaan pendapatan 

daerah yang dimilikinya, dan kurangnya kreatifitas untuk memperoleh 

permodalan (dana dan SDM) dalam pengelolaan Sumber Daya yang 

dimiliki oleh pemerintah daerah Kabupaten Bungo tersebut. 

Salah satu aspek yang Penulis soroti dan upaya yang dilakukan oleh 

Pemerintah Daerah melalui Dispenda Kabupaten Bungo dalam 

memberikan motivasi kepada masyarakat untuk membayar Pajak, 

khususnya pajak hotel dan pajak restoran adalah kegiatan pemberian 

pengarahan yang dilakukan oleh Kepala Dinas melalui Kepala UPTD 

kepada masyarakatnya tentang manfaat dan pentL1gnya keb~radaan pajak 

hotel dan pajak restoran dalam proses pelaksanaan pembangunan daerah. 

Kegiatan pemberian pengarahan ini dirasakan penting, karena 

dengan adanya kegiatan pemberian pengarahan tentang arti pentingnya 

Pajak daerahtersebut, maka diharapkan masyarakat sebagai objek pajak 

akan mengerti, serta memahami tentang manfaat dari Pajak daerah 

tersebut, kemudian dengan adanya pengertian dan pemahaman dari 

pengusaha hotel dan restoran, dengan demikian diharapkan akan muncul 

kesadaran pengusaha hotel dan restoran untuk membayar Pajak hotel dan 

pajak restoran. 
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Upaya yang dilakukan oleh petugas pajak dalam rangka memotivasi 

masyarakat agar membayar pajak adalah dengan cara memberikan 

pengarahan kepada masyarakat tentang pajak hotel dan pajak restoran, dan 

mendorong masyarakat agar membayar pajak tersebut. Menurut Penulis, 

sebenarnya kalau Pemerintah Kabupaten Bungo menyadari berbagai 

kelemahan yang dimilikinya, baik itu kelemahan pengetahuan, kelemahan 

dalam hal Sumber Daya Manusia, dan kelemahan dalam hal modal 

pendanaan maupun kelemahan di bidang teknologi untuk melaksanakan 

pengelolaan potensi sumber pendapatan daerah yang dimiliki termasuk 

didalamnya kelemahan untuk melakukan pengelolaan terhadap pajak hotel 

dan pajak restoran, maka salah satu upaya yang dapat ditempuh adalah 

dengan mengadakan hubllngan ke:rj'l5ama dengan pipak l~ar. Namuq pada 

kenyataannya kesemuanya itu belum dilakukan, sehingga wajar saja kalau 

berbagai potensi yang dimiliki tersebut belum dapat memberikan 

kontritmsi yang maksimal terhadap kemampuan keuangan daerahnya. 
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A. Kesimpulan 

BABV 

PENUTUP 

1. Proses penetapan target Pendapatan Asli Daerah Melalui Pajak Hotel dan 

Pajak Restoran di Kabupaten Bungo, yaitu berawal dari Kepala Bidang 

Pendapatan Daerah Lainnya pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten 

Bungo bersama 3 (tiga) orang Kepala Seksi pada bidang tersebut, antara 

lain Kepala Seksi Pendaftaran dan Pendataan, Kepala Seksi Penetapan, 

Kepala Seksi Pemungutan dan Penagihan pada Dinas Pendapatan Daerah 

Kabupaten Bungo, mcmbuat rekapan rencana target pendapatru.1 yang 

berpedoman pada realisasi target pendapatan di tahun sebelumnya yang 

ditambah estimasi sebesar 1 0%, kemudian baru melakukan pendataan 

terhadap penambahan atau pengurangan terhadap objek pajak, setelah 

rencana target didapatkan, kemudian usulan rencana target pendapatan 

pajak hotel dan pajak restoran disampaikan kepada Kepala Dinas 

Pendapatan Daerah Kabupaten Bungo melalui Sekretaris Dinas, untuk 

direkap dan dibuat rencana usulan target pajak, setelah target direkap maka 

selanjutnya Kepala Dinas Pendapatan Daeral1 Kabupatcn Bungo 

menyapaikan usulan terse but kepada Ketua T APD Kabupaten Bun go, 

selanjutnya untuk dibahas bersama Tim Badan Anggaran Daerah 

Kabupaten Bungo dari Eksekutif dan Legislatif. 

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap proses penetapan target 

Pendapatan Asli Daerah Melalui Pajak Hotel dan Pajak Restoran di 
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Kabupaten Bunge, yaitu ( 1) Kegiatan pendukung proses pendataan dan 

pendaftaran wajib pajak berupa kegiatan sosialisasi masih jarang 

dilakukan dikarenakan sarana, prasarana dan Sumber Daya Manusia yang 

tersedia masih sangat terbatas; (2) Intensitas petugas pemungutan Pajak 

hotel dan restoran untuk melakukan penagihan terhadap wajib pajak masih 

jarang dilaksanakan; (3) Pelaksanaan pengawasan mengenai Pajak hotel 

dan restoran, belum dilakukan secara maksimal, hal tersebut masih terlihat 

beberapa nama atau perusahaan rumah makan/restoran yang belum 

melunasi kewajiban dan masa berlaku ijin usaha yang tidak diperpanjang. 

Sampai sekarang tindakan yang dilakukan Pemerintah Daerah melalui 

instansi terkait belum ada ketegasan mengenai pelanggaran terhadap 

peraturan yang sudah ditetapkan. 

B. Saran 

1. Perlu penambahan Sarana, Prasarana dan SDM pada Dinas Pendapatan 

Daerah Kabupten Bungo dalam kegiatan pendataan dan pendaftaran 

terhadap wajib pajak hotel dan restoran, sehingga dalam penetapan target 

dapat ditentukan dengan baik dan benar, selanjutnya perlu dilakukan 

Penyempumaan terhadap sistem administrasi dan Observasi lapangan 

dengan mendata ulang jumlah hotel dan restoran yang ada diKabupaten 

Bunge dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Bunge 

Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pajak Hotel dan Peraturan Daerah 

Kabupaten Bungo Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pajak Restoran. 
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2. Perlu diintensifkan lagi kegiatan sosialisasi dalam memberikan motivasi 

kepada pengusaha hotel dan restoran untuk membqyar Pajak, agar 

pengusaha hotel dan restoran sebagai objek pajak akan mengerti, serta 

memahami tentang manfaat dari Pajak daerah tersebut. 
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LAMPIRANI 

REALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 
PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO 

TAHUN ANGGARAN 2010 

Uraian 
Jumlah 

Target Realisasi 

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 52,483,279,458.02 46,365,721,284.70 

1. Pajak Daerab 5,547,552,053.00 6,020, 735,991.00 
a. Pajak hotel 180,153,227.00 214,620,773.00 
b. Pajak restor<'Jl 477,733,783.00 477,733,783.00 
c. Pajak hiburan 59,829,200.00 73,176,284.00 
d. Pajak reklame 605,780,000.00 676,394,381.00 
e. Pajak penerangan jalan 4,000,000,000.00 4,056,277,609.00 
f. Pajak pengambilan bahan galian go!. C 221,034,843.00 517,671,561.00 
g. Pajak parkir 3,021,000.00 4,861,600.00 
h. Pajak bea BPHTB - -
I. Pajak sarang burung walet - -
j. PCijak air bawah tanah - -
k. Pajak mineral bukan Iogam dan batuan - -

2. Retribusi Daerah 5,986,418,425.00 6,380,727,628.84 
a. Retribusi jasa umum 4,693, 742,890.00 4,546,933,498.84 
b. Retribusi jasa usaha 702,837,685.00 829,058,455.00 
c. Retribusi perizinan tertentu 589,837,850.00 1,004, 735,675.00 

3. Basil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang [ 5,068,601,318.58 4,806,767,634.25 
Bagian laba atas penyertaan modal pada Perus< 5,068,601,318.58 4,806, 767,634.25 
Daerah!BUMD 

4. Lain-Lain Pendapatan .Asli Daerah Yan~ Sl 35,880,707,661.44 2 9,1 57,4 90,030.61 
a. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Ti< 363,122,950.00 367,685,000.00 

Secara Tunai atau Angsuranl Cicilan 
b. Penerimaan Jasa Giro 5,000,000,188.50 994,809,346.54 
c. Pendapatan bunga 1,434,999,961.94 395,469,177.08 

d. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian dae 44,983,313.00 9,550,400.00 
e. Pendapatan denda atas keterlambatan pe1ak 8,372,878.00 -

pekerjaan 
f. Pendapatan denda pajak - -
g. Pendapatan dari pengembaliatt 851,765,201.00 816,868,734.99 
h. Pendapatan dari Badan Layanan Umum Da 27,639,083,045.00 26,248,859,334.00 
i. Pendapatan dari angsuranlcicilan penjualan 
j Lain-lain Penerimaan Daerah Yang Sah 538,380,124.00 324,248,038.00 

Somber : Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2010 (Audited) 
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LAMPIRANll 

REALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 
PEMERINT AH KABUP ATEN BUN GO 

TAHUN ANGGARAN 2011 

Uraian 
Jumlab 

Target Realisasi 

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 68,355,112,107.30 61,875,545,082.85 

1. Pajak Daerah 9, 781,993,500.00 9,433,997,050.00 
a. Pajak hotel 265,000,000.00 236,606,190.00 
b. Pajak restoran 670,000,000.00 47I,533,848.00 
c. Pajak hiburan I 50,000,000.00 107,807,889.00 
d. Pajak rekiame 930,500,000.00 1,161,870,921.00 

e. Pajak penerangan jalan 5,020,000,000.00 5, 772,972,695.00 
f. Pajak pengambilan bahan gal ian gol. C 671,493,500.00 529,514,114.00 
g. Pajak parkir 5,000,000.00 5,491,580.00 
h. Pajak bea BPHTB 2,000,000,000.00 1,142,300,8 I 3.00 
i. Pajak sarang burung walet 70,000,000.00 5,899,000.00 
j. Pajak air bawah tanah - -
k. Pajak mineral bukan logam dan batuan - -

2. Retribusi Daerah 3,865,802,405.00 3,517,679,096.00 
a. Retribusi jasa umum 2,427.25 I, 720.00 1 ,880,584,S55 .00 
b. Retribusi jasa usaha I ,040,275,685.00 905,560,833.00 
c. Retribusi perizinan tertentu 398,275,000.00 73 I ,533,408.00 

3. Hasil PengeloJaan Kekayaan Daerah yan2 U 8,295,917,571.83 7, 942,863,160.84 
Bagian !aba atas penyertaan modal pada Perusa 8,295,917,571.83 7,942,863,160.84 
Daerah/BUMD 

4. Lain-Lain P;:ndapatan Asli Daerah Yan2 s~ 46,411,398,630.4 7 40,981 ,005, 77 6.01 
a. Hasil Penjualan Kekay3an Daerah Yang Tic 602,500,000.00 700,130,000.00 

Secara Tunai atau Angsuran/ Cicilan 
b. Penerimaan Jasa Giro 5,000,537,000.00 2,074,334,655.45 
c. Pendapatan bunga - I 0,499,999.95 
d. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian da< - 16,767,800.00 
e. Pendapatan denda atas keterlambatan pelak1 845,624,051.00 803,905,649.92 

pekerjaan 
f. Pendapatan denda pajak - -
g. Pendapatan dari pengembalian 38,731 '755,244.00 34,768,114,568.00 
h. Pendapatan dari Badan Layanan Umum Dat 628,482,335.47 1,907,123,102.69 
i. Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan 
j Lain-lain Penerimaan Daerah Yang Sah 602,500,000.00 700,130,000.00 

Somber: Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2011 (Audited) 
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LAMPIRANlli 

REALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 
PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO 

TAHUN ANGGARAN 2012 

Uraian 
Jumlah 

Target Realisasi 

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 71,693,112,943.00 64,281,003,297.73 

1. Pajak Daerah 1 0,484,500, 000.00 10,278,620,537.00 
a. Pajak hotel 300,000,000.00 258,845,568.00 
b. Pajak restoran 870,000,000.00 635,639,271.00 
c. Pajak hiburan 186,500,000.00 234,775,337.00 
d. Pajak reklame 930,500,000.00 1, 143,128,938.00 
e. Pajak penerangan jalan 5,020,000,000.00 6,292,485,893.00 
f. Pajak pengambilan bahan gal ian gol. C I ,500,000,000.00 679,847,705.00 
g. Pajak parkir 7,500,000.00 15,345,276.00 
h. Pajak bea BPHTB I ,500,000,000.00 966,533,180.00 
i. Pajak sarang burung walet 150,000,000.00 50,150,000.00 
j. Pajak air bawah tanah 20,000,000.00 1,869,369.00 
k. Pajak mineral bukan logam dan batuan - -

2. Retribusi Daerah 4,881,591,905.00 3,917,108,835.00 
a. Retribusi jasa umum 3,149,866,220.00 2,328,756,070.00 
b. Retribusi jasa usaha 1,126,725,685.00 1 ,003,658, 789.00 
c. Retribusi perizinan tertentu 605,000,000.00 584,693,976.GO 

3. HasH Pengeiolaan Kekayaan Daerah yang IJ 4,943,191,899.00 3,943,191,899.89 
Bagian !aha atas penyertaan modal pada Perus< 4,943,191,899.00 3,943,191,899.89 
Daerah/BUMD 

4. Lain-L&io Pendapatan Asli Daerah Yam~ S: 51,383,829,139.00 46,142,082,025J~4 

a. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Ti< 235,125,000.00 230,465,000.00 
Secara Tunai atau Angsuranl Cicilan 

b. Penerimaan Jasa Giro 2,145,000,000.00 3,099,625,255.25 
c. Pendzpatan bunga - 186,008,218.26 
d. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian dat - 39,801,100.00 
e. Pendapatan denda atas keterlambatan pelak - 1,587,600.00 

pekerjaan 
f. Pendapatan denda pajak - -
g. Pendapatan dari pengembali411 193,423,389.00 1,160,416,285.33 
h. Pendapatan dari Badan Layanan Umum Da 48,460,380,750.00 39,744,960,623.00 
i. Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan - 2,700,000.00 
j Lain-lain Penerimaan Daerah Yang Sah 349,900,000.00 1,676,517,944.00 

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2012 (Audited) 
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LAMPIRANIV 

REALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 
PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO 

TAHUN ANGGARAN 2013 

Uraian 
Jumlah 

Target Realisasi 

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) I 05,997,345,992.53 80,20I,122,274.86 

I. Pajak Daerah I7,I95,968,392.03 I8,35I,665,626.00 
a. Pajak hotel 410,668,392.03 276,577,889.00 
b. Pajak restoran 870,000,000.00 I ,348,8I9,3I2.00 
c. Pajak hiburan 353,300,000.00 3I7,850,430.00 
d. Pajak rekJame 1,292,000,000.00 1 ,296,4 79,357.00 
e. Pajak penerangan jalan 8,220,000,000.00 9,149,641,360.00 
f. Pajak pengambilan bahan galian gol. C - -
g. Pajak parkir 50,000,000.00 35,054,872.00 
h. Pajak bea BPHTB 4,200,000,000.00 4,667,400,453.00 
i. Pajak sarang burung walet I 50,000,000.00 I 4,800,000.00 
j. Pajak air bawah tanah 30,000,000.00 8,191,605.00 
k. Pajak mineral bukan logam dan batuan 1,620,000,GOO.OO 1 ,236,85(),348 .00 

2. Retribusi Daerah 9,436,001,662.50 5,360,407,171.00 
a. Retribusi jasa umum 5,927,761,662.50 3,696,4I3, I60.00 
b. Retribusi jasa usaha I ,80I ,240,000.00 1 ,I38,988,923.00 
c. Retribusi perizinan tertentu I, 707,000,000.00 525,005,08E.OO 

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerab yang D 9,000,000,000.00 3,895,734,057.37 
Bagian laba atas penyertaan modal pada Perusa 9,000,000,000.00 3,895, 734,057.37 
Daerah!BUMD 

4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang ~a 70,365,3i 5,938.00 52,593,315,420.49 
a. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Tk 349,500,000.00 392,630,000.00 

Secara Tunai atau Angsuran/ Cicilan 
b. Fenerimaan Jasa Giro 4,387,900,000.00 2,773,854,959.95 
c. Pendapatan bunga I ,545,000,000.00 I ,858,317,401.35 
d. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian dae 7,500,000.00 9,995,000.00 
e. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaks - -

pekerjaan 
f. Pendapatan denda pajak - -
g. Pendapatan dari pengembalian I ,000,000,000.00 524,405,8 I 1.57 
h. Pendapatan dari Badan Layanan Umum Da( 60,575,475,938.00 43,977,087,795.00 
i. Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan 2,000,000,000.00 3,057,024,452.62 
j Lain-lain Penerimaan Daerah Yang Sah 500,000,000.00 -

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2013 (Audited) 
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LAMPIRANV 

REALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 
PEMERINT AH KABUP ATEN BUN GO 

T AHUN ANGGARAN 2014 

Uraian 
Jumlab 

Tar2et Realisasi 
---

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 116,657,374,212.36 107,128,087,451.41 

1. Pajak Daerah 24,257,528,200.00 20,837' 776,335.00 
a. Pajak hotel 431,201,800.00 406,714,752.00 
b. Pajak restoran I ,057,350,000.00 I ,686,870,003.00 
c. Pajak hiburan 3 84,993,400.00 399,037,405.00 
d. Pajak reklame I ,069, 758,000.00 I ,48I,103,36I.OO 
e. Pajak penerangan jalan I3,500,000,000.00 II,547,402,5I7.00 
f. Pajak pengambilan bahan galian got. C 66,100,000.00 32,329,820.00 
g. Pajak parkir 30,000,000.00 19,858,426.00 
h. Pajak bea BPHTB II8,125,000.00 152,100,000.00 
i. Pajak sarang burung walet 3,000,000,000.00 2,605,I97,242.00 
j. Pajak air bawah tanah 3, I 00,000,000.00 I ,624,22C,264.00 
k. Pajak mineral bukan loga:n dan bai.uan l ,500,000,000.00 882,936,545.00 

2. Retribusi Daenlh 12.925,959,537.50 11,002,009,302.00 
a. Retribusi jasa umum I 0,265, 743,852.50 9,024, 786,145.00 
b. Retribusijasa usaha I,460,2I5,685.00 I ,578,897, 773.00 
c. Retribusi perizinan tertentu I ,200,000,000.00 398,325,384.00 

3. Hasil Pengelol!lan Kekayaan Daerah van~ D 9,000,000,000.00 4,323,526,826.00 
Bagian !aha atas penyertaan modal pada Perus< 9,000,000,000.00 4,323,526,826.00 
Daerah!BUMD 

4. Lain-Lain Peddapatan Asli Daerab Yan2 s~ 70,4 73,886,47 4.86 70,964,774,988.41 
a Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Tic 349,500,000.00 528,53I,160.00 

Secara Tunai atau Angsuran/ Cicilan 
b. Penerimaan Jasa Giro 4,387,900,000.00 l ,649,669,6853I 
c. Pendapatan bunga 3,0 I 0,486,328.34 4,052,67I ,055.09 
d. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian dat 7,025,000.00 12,050,000.00 
e. Pendapatan denda atas k~terlambatan pelak - 488,541,126.50 

pekerjaan 
f. Pendapatan denda pajak 4,301, 711.00 31,769,664.00 
g. Pendapatan dari pengembalian 930,528,574.78 337,086,3I7.51 
h. Pendapatan dari Bad an Layanan Umum Dac 60,575,4 75,938.00 61,912,790,IOO.OO 
i. Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan - -
j Lain-lain Penerimaan Daerah Yang Sah I ,208,668,922. 74 1,95I,665,880.00 

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2014 (Audited) 
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